LAPORAN   SINGKAT

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang
: 2009-2010

Masa Persidangan: I

Jenis Rapat
: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri 

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/tanggal
: Rabu, 2  Desember 2009

Waktu
: Pukul 10.00 WIB

Pimpinan Rapat
: Kemal Azis Stamboel
Sekretaris Rapat
: Dra. Damayanti

Tempat

: Ruang Rapat Komisi I DPR-RI
Acara
: 
1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat

2.
Penjelasan oleh Menteri Luar Negeri 
3.
Tanya Jawab
4.
Penutup

Hadir


: 
40 orang Anggota dari 45 orang Anggota Komisi I DPR RI

Pemerintah


: 
Menteri Luar Negeri, Dr.R.M.Marty M. Natalegawa 

beserta jajarannya.

I.
PENDAHULUAN


Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI,  Kemal Azis Stamboel dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

A. KOMISI I DPR RI
1. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan di luar negeri harus dibahas secara komprehensif yang dimulai dari bagian hulu sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka mencari solusi komprehensif untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi IX DPR RI dengan Departemen Tenaga Kerja, BNP2TKI, dan instansi terkait lainnya.

2.  Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap usaha Right Sizing yang dilakukan Deplu, dalam rangka mewujudkan organisasi perwakilan yang lebih ramping, efisien, efektif, berorientasi  pada misi dan kebutuhan serta tanggap dan luwes dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada guna mengamankan kepentingan nasional.   
Di sisi lain, Komisi I DPR RI memperhatikan dan akan mempelajari lebih lanjut terhadap adanya peningkatan jumlah staf Athan/Atnis yang mengakibatkan meningkatnya anggaran belanja perwakilan. Dalam kaitan ini, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Deplu dan Departemen teknis terkait, guna membahas masalah tersebut.

B. MENTERI LUAR NEGERI
1. Dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Komisi I DPR RI memandang perlu peningkatan upaya diplomasi terkait dengan penegasan wilayah-wilayah perbatasan RI. Dalam hubungan ini,  Komisi I DPR RI mendesak pemerintah melalui Deplu untuk melakukan langkah-langkah antisipatif melalui penguatan diplomasi mengenai  batas-batas wilayah RI.
2.  Komisi I DPR RI menyadari bahwa implementasi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada perwakilan RI di luar negeri. Dalam kaitan ini,  Komisi I DPR RI mendesak pemerintah agar memberikan aturan khusus dalam pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003 bagi perwakilan RI di luar negeri.

3. Dalam rangka menghadapi  tantangan persaingan global yang didasarkan pada kompetensi ekonomi yang semakin ketat dan berat, diperlukan adanya prioritas kerja yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI mendesak Deplu untuk secara khusus meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi, baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral.
III.
 PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.  

     KETUA RAPAT

KEMAL  AZIS  STAMBOEL     
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